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Lingkungan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian penting bagi
setiap negara, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat global atas
pentingnya menjaga serta melestarikan lingkungan. Masalah lingkungan memiliki
urgensi untuk cepat diatasi bersama karena apabila tidak segera diselesaikan
secara bersama-sama maka masalah yang sekarang ada akan menjadi lebih parah.
Isu lingkungan dalam hubungan internasional sendiri menarik kesadaran
masyarakat global semenjak munculnya istilah global warming yaitu pada tahun
1970-an.1
Kesadaran dunia internasional atas urgensi isu lingkungan ini ditandai dengan
munculnya berbagai perjanjian maupun konferensi sebagai respon masyarakat
global. Beberapa diantaranya adalah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada tahun 1972,
Konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada tahun
1990, serta Konferensi PBB selanjutnya pada tahun 1992 di Rio De Janeiro,
Brazil.2
1 J. Vogler, 2001, Environment, dalam B. White, R. Little dan M. Smith, Issues in World Politics,
New York: Palgrave, hal.192.
2 Richard W Mansbach, 1997, Global Puzzle: Issues and actors in Global Politics, Houghton
Mifflin Company, Boston, hal 14.
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Selain konferensi tersebut, terdapat juga beberapa pertemuan internasional
dalam membahas masalah lingkungan, dan yang terpenting adalah pertemuan di
Kyoto pada tahun 1997 yang menghasilkan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto
sendiri berisi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan negara dalam
mengatasi pengurangan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan
global. Hingga penelitian ini dibuat terhitung 192 pihak (191 negara dan 1
regionalisme) telah meratifikasi Protokol Kyoto.3
China merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk
terbanyak di dunia yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat
pesat akibat adanya industrialisasi. Padatnya penduduk yang diiringi dengan
pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat China memiliki permasalahan
lingkungan hidup yang kompleks. Beberapa permasalahan lingkungan yang
sedang China hadapi antara lain deforestasi, erosi, terancamnya biodiversitas,
serta polusi lingkungan.
Polusi lingkungan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi China.
Tingginya industrialisasi serta kepadatan penduduk membuat China dihadapkan
dengan urgensi menyelesaikan masalah polusi ini jika tidak ingin masalah
bertambah buruk. Hingga penelitian ini dibuat, China masuk menjadi salah satu
dari tujuh negara tercemar di dunia menurut WHO hingga menemukan 1,2 juta
kematian prematur akibat polusi udara yang ada di negara tersebut.4
3 United Nation Framework Convention on Climate Change, Status of Ratificaton of the Kyoto
Protocol (online) dalam http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
diakses pada 05/11/2017 13:55
4 L. Finch, Masalah Polusi di China (online) dalam
https://id.globalvoices.org/2013/06/24/masalah-polusi-di-cina/ diakses pada 05/11/2017 14:10
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China dengan permasalahan polusi yang kompleks telah melakukan berbagai
upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya upaya tersebut diantaranya
adalah pembentukan Komisi Kongres Rakyat Nasional bagi perlindungan
lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berdiri pada tahun 1993.5 Selain
itu China juga secara aktif berperan dalam berbagai kerjasama regional terkait
dengan masalah lingkungan hidup. Seperti saat China mengikuti Konferensi
UNHCE (United Nations Conference on the Human Environment) di Stockholm
pada tahun 1972, dan lain sebagainya.
China sendiri mulai menerapkan five year plan pada tahun 1953 untuk
penyesuaian ekonomi dengan berbagai kebijakan serta untuk membicarakan hal
tersebut secara langsung melalui birokrasi pemerintah.6 Five Year Plans
dirancang sebagai roadmaps untuk para pembuat regulasi dan pemerintah provinsi,
yang nantinya akan bertanggungjawab akan implementasinya. Five Year Plan
dapat dikatakan sebagai indikator kunci dari arah tujuan dan pengembangan di
China.7
China’s Five Year Plan masih berlangsung dan telah memasuki periode
ke-13. Pada awal dicanangkan, China’s Five Year Plan hanya fokus di bidang
pengembangan industri China saja tanpa memikirkan efek buruk pada lingkungan
akibat industrialisasi tersebut. Terbukti pada China’s Five Year Plan periode
pertama yaitu pada tahun 1953-1957 yang di dalamnya terdapat program
5 Yang Chaofei, Environmental Protection and Environmental Culture dalam Doddy Wihardi dan
Alexander Peter Sandi, hal 34
6 Joseph Casey, 2011, Backgrounder: China’s 12th Five Year Plan, US-China Economic &
Security, hal. 1
7 C. Cindy Fan, 2006, China’s Eleventh Five Year Plan: From Getting Rich First to Common
Prosperity, Eurasian Geography and Economics, hal. 47
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peningkatan produksi batu bara serta pada China’s Five Year Plan periode ke lima
dimana sebanyak 8 pangkalan batu bara dan 10 pangkalan minyak dan gas harus
didirikan.
Usaha memperhatikan masalah lingkungan oleh China mulai dicanangkan
ketika China’s Five Year Plan periode ke enam dimana terdapat environmental
protection dalam salah satu framework nya namun di akhir periode tidak begitu
terlihat hasil yang signifikan sehingga framework ini hilang begitu saja. Usaha
China mulai terlihat lagi pada China’s Five Year Plan periode ke 10 dimana saat
akhir periode terlihat hasil yang signifikan terhadap lingkungan meliputi tingkat
forest coverage yang mencapai 18,2% serta penurunan tingkat polusi mencapai
10% dibandingkan dengan tahun 2000.8 Mulai saat itu, pada periode China’s Five
Year Plan selanjutnya, pemerintah China mulai memperhatikan lingkungan.
Puncaknya pada China’s Five Year Plan periode ke 12 dengan mengarah pada
tujuan utama equality serta menciptakan lingkungan untuk pertumbuhan yang
berkelanjutan.
China’s 12th Five Year Plan pada awalnya disiapkan oleh National
Development and Reform Commision (NDRC) dengan adanya bimbingan dari
Partai Komunis China. China’s 12th Five Year Plan mulai diperdebatkan pada
pertengahan Oktober 2010 di sidang paripurna kelima 17th Central Committee of
the Communist Party of China dan akhirnya dirilis pada 14 Maret 2011. China’s
12th Five Year Plan mencoba untuk melakukan penstrukturan ulang ekonomi
dalam negeri dengan cara meningkatkan konsumsi domestik, konservasi energi,
8 Han Rongliang, 2002, China to Invest 700 Billion-yuan for Improving Urban & Rural
Environment (online) dalam http://en.people.cn/200201/31/eng20020131_89701.shtml diakses
pada 27/11/2017 22:09
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dan penjagaan serta pembersihan lingkungan. Tiga aspek utama dalamChina’s
12th Five Year Plan adalah (1) fokus kepada pengembangan ilmiah, (2) dukungan
pemerintah untuk tujuh industri berkembang yang strategis, and (3) pembangunan
transportasi serta infrastruktur energi.9
Permasalahan polusi lingkungan yang sangat kompleks membuat berbagai
upaya yang telah dilakukan China hingga penelitian ini dibuat masih sangatlah
kurang. Polusi lingkungan masih menjadi masalah berat di China. Pemerintah
China pun tidak langsung menyerah akan hal ini dan terus berupaya agar masalah
polusi di China teratasi. Memasukkan environmental protection dan energy
efficiency dalam salah satu framework China’s 12th Five Year Plan yang
disepakati pada 14 Maret 2011 oleh China’s National People Congress10
merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah akan terus menangani masalah
polusi lingkungan di China.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: Bagaimana upaya China menangani isu polusi lingkungan melalui
kebijakan dalam China’s 12th Five Years Plan?
1.3 Tujuan Penelitian
a. Mengetahui masalah polusi lingkungan yang sedang dihadapi oleh China.
9 Op.cit
10 KPMG China, 2011, China’s 12th Five Year Plan: Overview.
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b. Mengetahui berbagai kebijakan China dalam masalah polusi lingkungan
yang tertuang dalam China’s 12th Five Year Plan.
c. Menganalisa upaya China dalam mengatasi masalah polusi lingkungan
di China’s 12th Five Year Plan.
1. 4 Penelitian Terdahulu
Pertama, penelitian karya Andrey Gromico dkk yang berjudul Ancaman
Polusi Lingkungan China terhadap Human Security di Jepang yang menjelaskan
tentang bagaimana indutrialisasi di China dapat membawa dampak buruk
lingkungan yang bahkan bersifat transnasional.11 Dalam hal ini, negara yang ikut
merasakan dampak buruknya adalah Jepang. Fokus penelitian ini adalah pada
terancamnya human security di Jepang jika masalah polusi lingkungan di China
tidak segera diatasi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.
Penelitian ini menggunakan konsep human security sebagai alat analisisnya.
Hal ini dikarenakan Andrey Gromico dkk melihat adanya banyak aspek di dalam
human security yang terancam oleh adanya polusi lingkungan China. Aspek
tersebut meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan,
keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan politik dan keamanan
komunitas.
Walaupun terdapat persamaan pada segi pembahasan isu polusi lingkungan di
China, penelitian milik Andrey Gromico dkk tetap berbeda dengan penelitian
11 Andrey Gromico dkk, 2013, Ancaman Polusi Lingkungan China terhadap Human Security di
Jepang, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, vol 1, Universitas Jember dalam
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57663/Andrey%20Gromico.pdf;sequence
=1 diakses pada (05/11/2017 11:52)
7
penulis. Perbedaan dapat dilihat dari segi fokus penelitian dimana Andrey
Gromico dkk lebih berfokus pada ancaman yang ditimbulkan oleh polusi
lingkungan China, sedangkan penulis lebih berfokus kepada dicanangkannya
berbagai kebijakan mengatasi masalah polusi lingkungan di China yang tertuang
dalam 12th China’s Five Years Plan.
Kedua, penelitian karya Nova Febriyani yang berjudul Kebijakan Luar
Negeri Cina dalam The United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCC) pada Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen tahun 2009
yang menjelaskan tentang latar belakang kebijakan luar negeri yang diterapkan
oleh China dalam konferensi perubahan iklim ke-lima belas (COP-15) di
Copenhagen serta pengimplementasian kebijakan luar negeri tersebut.12
Penelitian yang bersifat kualitatif ini menggunakan teori kebijakan luar negeri
dan diplomasi lingkungan sebagai alat analisanya. Nova Febriyani menjelaskan
bahwa pada konferensi di Copenhagen, China menggunakan prinsip diplomasi
lingkungan yaitu prinsip kedaulatan, independensi, hak untuk membangun, dan
tanggung jawab negara maju untuk mengalokasikan bantuan finansial dan
teknologi bagi negara berkembang.
Walaupun terdapat persamaan pada penelitian karya Nova Febriyani dan
penulis yaitu sama-sama membahas tentang upaya yang dilakukan China dalam
menangani masalah lingkungan yang dihadapinya, namun juga terdapat perbedaan
yang signifikan. Penelitian Nova Febriyani lebih berfokus pada kebijakan luar
12 Nova Febriyani, 2011, Kebijakan Luar Negeri Cina dalam The United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCC) pada Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen tahun
2009, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta dalam
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24181/1/NOVA%20FEBRIYANI.pdf
diakses pada 03/11/2017 10:45
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negeri China pada saat konferensi di Copenhagen saja, sedangkan penulis lebih
berfokus pada kebijakan publik yang diterapkan China dalam mengatasi masalah
polusi lingkungan yang tertuang dalam 12th China’s Five Years Plan.
Ketiga, penelitian karya Dori Gusman yang berjudul Peran Greenpeace
dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China yang
menjelaskan tentang peran Greenpeace dalam menangani kerusakan lingkungan
terutama masalah polusi udara dan air di China.13 Fokus penelitian tersebut
adalah kerusakan lingkungan di China setelah adanya proses industrialisasi
besar-besaran serta bagaimana Greenpeace berperan dalam hal tersebut.
Penelitian milik Dori Gusman ini bersifat kualitatif dan menggunakan
organisasi internasional sebagai level analisis, perspektif yang menjelaskan bahwa
state of pluralism bukan hanya satu-satunya aktor rasional di hubungan
internasional, serta menggunakan teori peranan yang menjelaskan bahwa sebagian
besar perlaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang
kebetulan dipegang oleh aktor politik.
Walaupun terdapat persamaan di segi pembahasan polusi lingkungan di China,
penelitian milik Dori Gusman tetap berbeda dengan penelitian penulis. Dori
Gusman berfokus pada penjabaran peran organisasi internasional, yaitu
Greenpeace dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di China. Penulis
lebih berfokus pada kebijakan publik yang diterapkan China dalam mengatasi
masalah polusi lingkungan yang tertuang dalam 12th China’s Five Years Plan.
13 Dori Gusman, 2014, Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi
Udara dan Air) di China, Universitas Riau dalam
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=185999&val=6444&title=PERAN%20GREE
NPEACE%20DALAM%20PENANGANAN%20KERUSAKAN%20LINGKUNGAN%20
diakses pada (03/11/2017 10:46)
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Keempat, penelitian Bunga Ayu Swastika yang berjudul Upaya Pemerintah
China dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui CDM (Clean
Development Mechanism) sebagai bentuk Implementasi Protokol Kyoto yang
menjelaskan tentang posisi China sebagai penyumbang GRK terbanyak di dunia
setelah Amerika Serikat dan bagaimana upaya pemerintah negara tersebut dalam
menanganinya.14 Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah China
berkomitmen untuk mendorong pengembangan ‘clean technology’ yang akan
membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menurunkan emisi GRK
dengan cara mendorong investasi dan pertukaran teknologi low carbon.
Penelitian yang bersifat deskriptif-analisis tersebut menggunakan konsep
kebijakan publik sebagai landasan konseptualnya. Bunga menjelaskan bahwa
suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin
dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang
diinginkan, serta penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan
secara nyata dari taktik atau strategi.
Meskipun terdapat persamaan pada penelitian milik Bunga Ayu Swastika dan
penelitian penulis dari segi upaya pemerintah China dalam menanggulangi isu
kerusakan lingkungan serta pada konsep kebijakan publik, namun terdapat juga
perbedaannya. Penelitian milik Bunga Ayu Swastika lebih berfokus pada salah
satu kebijakan pemerintah China yaitu CDM, sedangkan penelitian penulis lebih
14 Bunga Ayu Swastika, 2014, Upaya Pemerintah China dalam Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca melalui CDM (Clean Development Mechanism) sebagai bentuk Implementasi Protokol
Kyoto, UNEJ Jurnal vol. 1 (I): 1-14 dalam
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71562/Bunga%20Ayu%20Swastika.pdf?s
equence=1 diakses pada (05/11/2017 11:49)
10
membahas tentang kebijakan publik yang diterapkan China dalam mengatasi
masalah polusi lingkungan yang tertuang dalam 12th China’s Five Years Plan.
Kelima, penelitian milik Diva S Rakasiwi yang berjudul Faktor-Faktor yang
Menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan di China yang
menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh China, sebagai negara yang
memulai peduli terhadap perlindungan lingkungan dalam mengimplementasikan
strategi perlindungan lingkungannya.15 Fokus penelitian tersebut pada pemerintah
China yang terus berusaha mengatasi masalah lingkungan di dalam negeri akan
tetapi, dalam implementasi kebijakan perlindungan lingkungannya, pemerintah
China kerap mengalami berbagai hambatan-hambatan yang justru melemahkan
perlindungan lingkungannya.
Penelitian yang bersifat kualitatif tersebut menggunakan konsep implementasi
kebijakan yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa variabel antara lain
implementation setting, public opinion, interpretive institutions, dan individuals.
Diva menjelaskan bahwa hambatan pemerintah China dalam
mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungannya tidak dapat
dilepaskan dari dua hal. Pertama, lemahnya aktor pengawas dalam implementasi
kebijakan. Kedua, masih dominannya aktor negara dalam implementasi kebijakan
perlindungan lingkungan yang kemudian mempersempit ruang gerak masyarakat
sipil dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan kritik terhadap
pemerintah.
15 Diva S Rakasiwi, 2015, Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan
Perlindungan Lingkungan di China, Jurnal Analisis Hubungan Internasional vol.4 no 1,
Universitas Airlangga: Surabaya dalam http://repository.unair.ac.id/17611/ diakses pada
(03/11/2017 10:49)
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Meskipun terdapat persamaan pada pembahas kebijakan lingkungan di China,
penelitian milik Diva S Rakasiwi dengan penelitian milik penulis tetap berbeda.
Diva S Rakasiwi lebih membahas tentang hambatan-hambatan apa saja yang
terdapat di dalam pemerintahan China sehingga mempersulit pengimplementasian
kebijakan, sedangkan penulis lebih berfokus pada kebijakan publik yang
diterapkan China dalam mengatasi masalah polusi lingkungan yang tertuang
dalam 12th China’s Five Years Plan.
Tabel 1.1 Posisi Penelitian
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1.5.1 Green Theory (Teori Hijau)
Pembahasan tentang permasalahan lingkungan dalam dunia internasional
diawali dengan munculnya pemikiran dari Thomas Maltus yang menyatakan
bahwa di suatu waktu manusia pasti akan mengalami konflik karena adanya
kelangkaan produksi yang tidak sesuai dengan populasi manusia.16 Munculnya
buku dari Rachel Carson yang berjudul Silent Spring pada tahun 1962 menjadi
terobosan besar di kawasan global akibat pemikirannya yang menyatakan bahwa
bertambahnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Pemikiran Carson
tersebut menjadikan munculnya pengendalian penggunaan pestisida demi manusia
dan spesies makhluk hidup lainnya pada masa itu.
Tantangan permasalahan lingkungan telah membuat kesadaran dalam
masyarakat internasional. Hal itu dibuktikan dengan adanya Konferensi yang
diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, Swedia pada
5-16 Juni 1972 yang membahas tentang Lingkungan Hidup Manusia. Dalam
pertemuan tersebut terdapat enam agenda yang akan dibahas. Diantaranya adalah;
1. Perencanaaan dan pengelolaan pemukiman manusia,
16 Jerald Mast, 2013, Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21, hal. 726-740.
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2. Pengelolaan sumber daya alam dalam segi lingkungan hidup,
3. Identifikasi dan pengendalian jenis pencemaran yang menyebabkan masalah
global,
4. Segi pendidikan, penerangan, dan sosial budaya dalam lingkungan hidup,
5. Pembangunan dan lingkungan hidup,
6. Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan yang dibahas
dalam konferensi.17
Dalam konferensi tersebut akhirnya dihasilkan beberapa keputusan. Diantaranya
adalah; (1) deklarasi tentang lingkungan hidup manusia, (2) rencana aksi
lingkungan hidup manusia, dan (3) rekomendasi tentang kelembagaan dan
keuangan yang menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut.18
Berbicara tentang permasalahan lingkungan dalam lingkup hubungan
internasional terdapat beberapa perspektif di dalamnya, salah satunya adalah
green theory (Teori Hijau). Teori Hijau muncul dengan kritiknya terhadap dua
teori utama di Hubungan Internasional, yaitu realisme dan liberalisme beserta
kaitannya dengan industrialisasi yang menyebabkan kerusakan alam semakin
parah. Ada empat hal yang dikritik oleh Teori Hijau.
Pertama, Teori Hijau menganggap serius pengamatan Robert Cox yang
menganggap bahwa ‘theory is always for someone and for some purpose’.
Neorealisme, khususnya, dikritik karena lebih menormalisasi daripada menentang
praktik eksploitatif yang disponsori oleh negara. Kaum neorealis berpendapat
bahwa perilaku negara yang kompetitif merupakan suatu hal yang tak bisa
17 Moh. Hatta, 2010, Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam rangka
Penanggulangan Kejahatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 160-161
18 Ibid
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dihindari dan merupakan tindakan yang sangat bodoh bagi negara apabila mereka
mengejar kerjasama lingkungan yang tidak memberikan keuntungan relatif. Teori
Hijau juga menentang pemaham realisme tentang keamanan negara yang berpusat
pada negara itu sendiri. Teori Hijau berpendapat bahwa lebih baik memahami
keamanan negara yang mengutamakan kesejahteraan manusia dan integritas
ekosistem. Sedangkan Teori Hijau mengkritik neoliberal yang berupaya
menciptakan rezim internasional yang mengoptimalkan ‘rational exploitation’
alam, baik sebagai ‘tap’ (dalam menyediakan energi dan sumber daya alam)
maupun ‘wastafel’ (melalui asimilasi limbah dari bumi, lautan, dan atmosfer).
Kedua, Teori Hijau menambah kritik untuk neorealis yang mengatakan
bahwa kerjasama lingkungan antarnegara sangat tidak mungkin terjadi kecuali
jika hal tersebut dipaksa oleh negara yang hegemonik, dan bahwa kerjasama
seperti itu akan selalu rentan terhadap perubahan dalam distribusi kemampuan
material. Bagi kaum neorealis seperti Kenneth Waltz, 'tragedi milik bersama'
dihasilkan oleh struktur anarkis dari sistem negara, yang pada dasarnya tidak
berubah. Satu-satunya variabel yang berubah dalam sistem ini adalah distribusi
kemampuan material antar negara. Aktor non-negara dan wacana normatif
dianggap pinggiran. Ahli Teori Hijau menunjukkan bahwa neorealisme
memberikan penjelasan kasar dan tidak lengkap tentang politik lingkungan
internasional.
Meskipun kaum neoliberal menawarkan penjelasan yang lebih masuk akal
tentang evolusi kerja sama lingkungan internasional, kerangka analisis mereka
tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan tentang dimensi normatif
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rezim lingkungan. Sebaliknya, kaum neoliberal biasanya mengurangi rezim
lingkungan menjadi hasil dari serangkaian posisi tawar berbasis kepentingan yang
dipegang oleh negara, biasanya dibongkar dalam hal relative environmental
vulnerability, relative capacity to adjust to environmental change, and the relative
cost of adjusment. Sebaliknya, Teori Hijau menunjukkan bahwa rezim lingkungan
mewujudkan norma-norma moral yang tidak dapat direduksi menjadi kepentingan
atau kapasitas negara. Memahami mengapa rezim muncul untuk melindungi
spesies yang terancam punah (seperti paus atau gajah), atmosfer, lautan, atau
daerah hutan (seperti Antartika) memerlukan pemeriksaan tidak hanya
kepentingan negara tetapi juga budaya dan nilai-nilai negara, peran ilmuwan dan
jaringan advokasi lingkungan transnasional, dan praktik persuasif negosiator
rezim dan 'pengusaha norma' lainnya.
Ketiga, Teori Hijau memberi perhatian lebih pada agen-agen sosial dan
struktur sosial yang secara sistematis dapat menghalangi negosiasi untuk
penciptaan rezim yang lebih ekologikal. Analisis kritis ini telah diterapkan tidak
hanya pada rezim yang tidak efektif (yang utamanya adalah Tropical Timber
Agreement yang didominasi oleh industri kayu dan negara-negara yang terlibat
dalam impor dan ekspor kayu) tetapi juga pada hubungan antara rezim yang
tumpang tindih dan struktur pemerintahan secara umum. Salah satu kekhawatiran
utama para ahli Teori Hijau adalah bahwa rezim ekonomi internasional, seperti
rezim perdagangan global, cenderung membayangi dan melemahkan banyak
rezim lingkungan internasional. Ini telah memicu perdebatan hijau yang sedang
berlangsung tentang keinginan dan / atau kemungkinan penghijauan World Trade
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Organization (WTO) versus mendirikan lembaga-lembaga tandingan, seperti
Organisasi Lingkungan Dunia, untuk menyeimbangkan kekuatan disiplin WTO.
Keempat, Teori Hijau mengeksplorasi peran dari aktor non-negara dalam
upayanya di aspek lingkungan, mulai dari inisiatif NGO lingkungan (seperti
Forest Stewardship Council, yang telah menghasilkan skema sertifikasi
berpengaruh untuk produk hutan yang dihasilkan dari hutan yang dikelola secara
lestari) ke praktik tata kelola swasta perusahaan industri dan keuangan, termasuk
industri asuransi.
Menurut Matthew Patterson, Teori Hijau memiliki perbedaan dengan
environmentalisme. Environmentalisme menerima kerangka kerja yang ada dalam
realitas politik, sosial, ekonomi, serta struktur normatif yang ada di dalam dunia
politik. Teori Hijau menganggap bahwa struktur-struktur yang telah ada tersebut
yang menyebabkan munculnya kerusakan lingkungan.19
Teori Hijau dalam hubungan internasional secara komprehensif
dikembangkan oleh Robyn Eckersley yang menyatakan bahwa Teori Hijau
mengalami dua gelombang perubahan. Secara garis besar, gelombang pertama
teori Teori Hijau memunculkan kritik terhadap kapitalisme Barat dan komunisme
model Soviet, yang keduanya dianggap sebagai dua versi berbeda dari ideologi
industrialisme secara menyeluruh meskipun terdapat perbedaan di peran
masing-masing pasar dan negara.20
19 Mattew Patterson, 1996, Green Political dalam Scoot Burchill & Andrew Linklater (ed),
International Relation Theory, New York: St. Martin’s Press. Inc, hal.252
20 Robin Eckersley, 2007, International Relations Theories; Discipline and Diversity, United
Kingdom: Oxford Press, hal. 269
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Gelombang kedua Teori Hijau terjadi pada pertengahan tahun 1960. Teori
Hijau mencoba mengurangi perhatian terhadap sikap manusia terhadap alam yang
merusak dan lebih menjelajahi kondisi yang memungkinkan untuk memperbaiki
‘learning capacity’ dari masyarakat, society, maupun negara dalam hal menangani
masalah resiko ekologis yang terus meningkat namun tidak tersebar merata.
Gelombang kedua Teori Hijau telah menjadi lebih berorientasi transnasional dan
kosmopolitan dalam mengeksplorasi hubungan antara environmental justice dan
environmental democracy. Gelombang kedua Teori Hijau telah menghasilkan hal
baru, antara lain transnationalisasi, deteritorialisasi atau konsep global dari
environmental justice, hak hak lingkungan, environmental democracy,
environmental activism, environmental citizenship, and green states.
Gelombang pertama lebih berusaha menyoroti ‘ecological irrationality’ dari
inti institusi sosial yaitu pasar dan negara. Sedangkan di gelombang kedua lebih
disibukkan dengan memikirkan kembali secara kritis dan mencoba
‘transnationalizing’ jangkauan ruang lingkup banyak konsep dan lembaga politik
inti dengan masalah lingkungan.
Teori Hijau cenderung mengeksplorasi bagaimana seharusnya negara dan
sistem di dalamnya bertindak lebih responsif dalam masalah ekologi karena
masalah ekologi dapat mengancam keamanan negara tersebut. Misalnya seperti
terjadinya kelangkaan sumber daya alam yang dapat diperbarui (terutama air),
degradasi lingkungan, dan meningkatnya jumlah pengungsi ekologis dapat
menyebabkan meningkatnya potensi munculnya konflik dan kekerasan
antarnegara.
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Penulis menggunakan Teori Hijau dari Robyn Eckersley sebagai landasan
utama dalam menganalisa penelitian ini. Penulis akan mencoba menggunakan
kritikan yang diberikan oleh Teori Hijau Robyn Eckersley untuk menganalisa
munculnya energy efficiency dan environmental protection dalam tema kunci
China’s 12th Five Year Plan. Pertama, penulis akan menyorot perubahan
industrialisasi di China dari material ke hal yang non-material demi penyelamatan
lingkungan akibat polusi. Kedua, penulis akan membahas kebijakan dalam
China’s 12th Five Year Plan yang pro-lingkungan. Ketiga, penulis akan membahas
peran aktor-aktor non-negara dan agen sosial di China’s 12th Five Year Plan
dalam mewujudkan penyelesaian masalah polusi lingkungan di China.
Teori Hijau Robin Eckersley yang mengatakan bahwa awal mula terjadinya
kerusakan lingkungan adalah industrialisasi sangat relevan dengan keadaan
meningkatnya polusi di China akibat industrialisasinya. Teori Hijau juga
menyatakan bahwa keamanan negara akan terancam akibat masalah lingkungan
yang tidak segera diatasi dan pemerintah harus responsif terhadap masalah
ekologi. Hal ini dapat dikaitkan dengan keseriusan China mengatasi masalah
lingkungan terutama polusi di negaranya yang memasukkan environmental
protection and energy efficiency dalam 12th Five Years Plan.
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan menggunakan metode
deskriptif. Dengan penelitian menggunakan metode ini, penulis mencoba
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mendeskripsikan data-data dengan jelas dan sesuai fakta yang ada. Selain itu,
penulis mencoba menganalisis serta menjelaskan fakta tersebut dengan
menggunakan teori yang dapat menjelaskan fenomena terkait guna membantu
menemukan inti permasalahan yang ada.
1.6.2 Teknik Analisa Data
Dalam proses pengolahan informasi dan data pada penelitian ini, penulis
menggunakan teknik analisa induktif. Penelitian ini menggunakan teknik analisa
induktif dengan cara menarik prinsip yang bersifat khusus dengan menghasilkan
prinsip yang lebih umum sehingga sesudahnya penulis bisa menelaah peristiwa
khusus untuk melihat apakah kasus itu bisa dijelaskan dan diramalkan dengan
teori yang telah ditetapkan.
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui
studi pustaka (library research) dimana data-data yang diperoleh berasal dari
sumber kepustakaan meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan data dari
situs-situs internet (website) yang dinggap relevan dan terpercaya dengan
permasalahan dalam penelitian ini.
1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian
1.6.4.1 Batas Waktu
Penelitian ini dibatasi waktu pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Hal itu
terkait dengan masa berlakunya pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu
China’s 12th Five Years Plan.
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1.6.4.2 Batas Materi
Materi pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada analisa kebijakan
lingkungan China dalam upaya menangani isu polusi lingkungan yang berlaku
pada tahun 2011 sampai 2016 serta yang termasuk dalam framework China’s 12th
Five Years Plan.
1.7 Argumen Dasar
Peningkatan ekonomi China melalui kegiatan industrinya membawa dampak
buruk bagi lingkungan. Masalah bertambah buruk karena China tidak
mengimbangi teknologinya yang ramah lingkungan bagi kegiatan industrinya
yang sangat masif. Masalah paling utama yang ditimbulkan adalah polusi udara
maupun polusi air. Parahnya tingkat polusi di China menimbulkan banyak
kerugian bagi masyarakat setempat. Langkah kepedulian China terhadap masalah
tersebut mulai ditunjukkan dengan posisi China dalam pastisipasi aktif di
Perjanjian Internasional hingga memasukkan banyak kebijakan lingkungan dalam
China’s 12th Five Year Plan.
Hal tersebut kemudian meyakinkan penulis bahwa China memiliki banyak
faktor dibalik keputusan tersebut dan menilai bahwa pemerintah Cina telah
memberikan optimisme tentang masa depan ekologi. Hipotesa yang diajukan
penulis adalah bahwa China telah mempertimbangkan dampak buruk bagi
manusia akibat parahnya tingkat polusi disana. Penulis juga yakin bahwa
pemerintah mendapat tekanan dari berbagai pihak sehingga segera membuat
kebijakan dalam menangani isu polusi lingkungan. Selain itu, pemerintah China
juga melihat fenomana permasalahan lingkungan yang terjadi dalam dunia global
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sehingga berpikir bahwa perlu adanya penyesuaian kebijakan ekologi dalam
negeri melalui pemikiran environmentalisme. Penulis juga yakin bahwa di dalam
China’s 12th Five Years Plan terdapat dua pokok utama environmentalisme yaitu
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